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SEKRETARIS MAHEAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 173/SEK/SK/1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang I bahwa untuk memberikan informasi
kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
vang Berada di Bawahnya dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis
perlu disusun Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia;
b. bahwa Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017

tentang Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan  Tingkal  Pertama  perlu
dilakukan perubahan;

;i bahwa berdasarkan pertimbangan
scbagaimana dimaksud dalam hurufa dan
hurf b perlu menectapkan Keputusan
Seckretaris Mahkamah Agung tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)



Mengingat

il

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 33186)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3327)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5077);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
160, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400)
scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5078);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3713);
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sckretariat Mahkamah Agung;
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Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 14  tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 916);

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/
5/2007  tentang Pedoman  Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan  Mahkamah  Agung Republik
Indonesia digunakan sebagai dasar untuk
menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan
Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan
evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2020-2024.

Menetapkan dan memberlakukan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

“
HASBI ;ASH.N

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

o

1.‘,.!1

Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
Para Pejabat Eselon I dan Eselon Il pada Mahkamah Agung;

. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh

Indonesia;
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh
Indonesia.



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
L TEerUdn}Fﬂ - Persen?aﬁe pgrka:a Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang vang diselesaikan Jumiah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Catatiin :
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyvelesaian Laporan
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Bnisran
(Empat] Lingkungan Peradilan. g
; : - Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka fiamassin
waktu penyelesaian pada SIPP. P
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara vang Tahunan
diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun
sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomaor
2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 {lima) bulan,
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 100%
yvang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan » Laporan
Mengajukan Upaya Bulanan
Hukum Banding. ki Panitera dan
* Jumlah perkara yvang tidak mengajukan upava hukum banding adalah Laporan
jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Tahunan

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.




SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
c. P {!I‘SEI]?.B_SE Perkara fumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
yang Tidak [umiah Perkara yang diselesaikan x 100%
Mengajukan Upaya
Huloum Kasasi. ;
Catatan : Panitera
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
(perkara woluntarr yang diputus dan dimunutasi tahun berjalan) jumlah
perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan vaitu perkara voluntair.

. Persentase perkara lumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi y 1009, Laporan
anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi Bulanan
dl:seles»:alkan dengan Pariitera dan
Diversi. Catatan' Laporan

Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun Tahunan
berjalan vang diajukan secara diversi.
Index persepsi pencari
keadilan yang puas Index Kepuasan Pencari Keadilan L
oran
terhadap layanan Seﬂfestera
peradilan. Catatan : Panitera n, Bulanan
* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey dan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Tahunhan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval KM Index harus >
80.
2 Peningkatan . Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu
i x 100%
Efektivitas putusan yang Jumlah putusan L
v ; Aporan
Pengelolaan disampaikan ke para Bu?an an
Penyelesaian ihak tepat u x
Perkara. P waktu. CtbE Panitera dan
* SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Laporan
Putusan. Tahunan

* Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian
salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan vang berlaku, untuk perkara




NO

KINERJA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

DATA

perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana
pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama
14 (empat belas) hari.

* Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.

b. Persentase perkara
vang diselesaikan
melalui mediasi.

lumlah Perkara yang diselesaikan melalul Mediasi % 100%
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

Catatan :

* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi
yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan
akta perdamaian,

* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan
yang masuk pada tahun berjalan.

* Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi vang seluruhnya
(meskipun otomalis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil
sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnva.

Panitera

Laporan
Tahunan

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan.

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan.

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan % 100%
Jumlah Perkara yang diajukan secara Proden

Catatan :

= PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layvanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

* Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bag Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
adalah pembebasan biaya perkara.

* Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo vang
diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodec murni) proses
penyelesaian prodeo termasuk prodes murni.

= Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak
periu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

b. Persentase perkara
yvang diselesaikan

fumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
Imi Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

¥ 10044

Panitera

Laporan
Bulanan




SASARAN IND A
NO IKATOR KINERJ PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
diluar gedung Catatan : dan
pengadilan. = PERMA Num?r 1 Tahun 2:!]14 PEd_ﬂ:l'n.E.‘l‘l Pemberian Layanan Hukum Bagi Laporan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Tahunan
* Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung
Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnyva).
* Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu
mencantumkan dalam [KU nya pengadilan.
Persentase pencari
keadilan gr.}]r:-ngan lumlah Pencari Keadllan Golongan Tertentu yang
tertentu vang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum » 100%,
mendapat layanan lumlah permohonan layanan hukum
bantuan hukum
(Posbakum). Catatan ;
* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Lavanan Hukum Laporan
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bulanan
* Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang vang tuidak Panitera dan
mampl secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi Laporan
konsultasi hukum yang memerlukan lavanan hukum. Tahunan
¢ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada
register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan
hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)
* Posbakum itu senyatanya melayani semua orang vang tidak mampu membuat
surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.
¢ Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan
dalam IKU nya pengadilan.
4. | Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara perdata yang Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) < 100%
s 0 P i i Laporan
Terha dap Putusan | diting a.kia_n_]u ti Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi Bu]l)anan
Pengadilan. (dieksekusi). it e Panitera dan
 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap, Laporan
* Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang Tahunan

dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak
diajukan permohonan eksekusi.




